
 
 

 

 

 

 
WALIKOTA PASURUAN 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA  
 

NOMOR 23 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  

NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK KOTA PASURUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah Kota Pasuruan, maka Peraturan 

Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik perlu diubah;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud      pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang  Perubahan Atas 
Peraturan walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 

tentang  Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Kota Pasuruan; 

 

Mengingat :      1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan  Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3817); 

 

 



 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari  

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4400);     

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 

10.  Peraturan          Pemerintah    Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 
 

 

 

 

 



13. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2011; 

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

16.   Peraturan    Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Daerah; 

18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS  Nomor   
PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara 

Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

19.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 

Tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Kota Pasuruan 

20.   Peraturan   Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 
2007    tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 45 
TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN 

SECARA ELEKTRONIK KOTA PASURUAN. 

 

            Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan 

Nomor 45 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik Kota Pasuruan  (Berita  Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagai berikut 
: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1)   huruf a diubah sehingga     

berbunyi sebagai berikut: 
 

 



Pasal 3 
 

(1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari : 

a. penanggungjawab; 

b. kepala; 

c. bidang Administrasi Sistem Informasi; 
d. bidang Registrasi dan Verifikasi; 

e. bidang Layanan Pengguna, dan; 

f. bidang Pelatihan dan Sosialisasi. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2)  diubah sehingga bagan 

susunan organisasi Unit LPSE menyesuaikan.  

 

3. Ketentuan Pasal 5  diubah sehingga     berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

 

Penanggungjawab mempunyai tugas : 
a. bertanggungjawab atas pelaksanaan program 

kerja LPSE; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum 

kegiatan LPSE; dan  

c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan LPSE.  

 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

 

       Ditetapkan di : Pasuruan 
       pada tanggal  : 28 Pebruari 2012 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 

HASANI 

 



Diundangkan di : Pasuruan 
pada tanggal     : 28 Pebruari 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 

 

 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN  2012 NOMOR 23 
 

 
 

 


